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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 27 TAHUN 2012 
TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 

 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel diperlukan sistem pengendalian intern 
pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan   
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan          
Arsip Nasional Republik Indonesia; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang  Nomor 43 Tahun 2009  tentang  
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5071); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan 
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non 
Departemen sebagaimana telah enam kali diubah 
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64    
Tahun 2005; 

7. Keputusan Presiden Nomor 27/M Tahun 2010 tentang 
Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik 
Indonesia;   

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 
Nomor 03 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana 
telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 
Tahun 2010; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL TENTANG 

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN 
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 
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1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat 
SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara 
menyeluruh di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia 
termasuk pada unit pelaksana teknis. Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan 
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, 
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap 
penyelenggaraan fungsi dan tugas ANRI dalam rangka memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 
dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 
untuk kepentingan penjaminan kualitas (Quality Assurance) dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.  

3. Pengendalian adalah mengatur, mengarahkan dan mengambil 
tindakan korektif, mengawasi semua tindakan yang dilakukan dalam 
melaksanakan suatu rencana agar mencapai sasaran yang ditetapkan.  

4. Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah 
yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.  

5. Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian 
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi 
Pemerintah.  

6. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk 
mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan 
prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah 
dilaksanakan secara efektif.  

7. Informasi adalah arsip dan/atau data yang telah diolah yang dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.  

8. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan 
menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.  

9. Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas suatu 
kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan 
keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera 
ditindaklanjuti. 

10. Inspektorat ANRI adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)       
di Lingkungan ANRI/unit kerja yang secara fungsional melaksanakan 
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pengawasan intern di Lingkungan ANRI, yang bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala ANRI melalui Sekretaris Utama. 

Pasal 2 
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah        
di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia merupakan acuan bagi 
seluruh unit kerja di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia dalam 
melaksanakan Sistem Pengendalian Intern.  

Pasal 3 
(1) Sektor yang diatur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah meliputi 3 (tiga) aspek, terdiri dari: 
a. pengelolaan keuangan yang efisien; 
b. efektif pengaturan organisasi; dan 
c. produktifitas kinerja SDM.  

(2) Ketentuan mengenai aspek penyelenggaraan Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan 
untuk: 
a. mencapai tujuan secara efisien, efektif dan produktif;  
b. melaporkan pengelolaan keuangan Negara secara andal;  
c. mengamankan aset Negara; dan 
d. mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Pasal 4 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan ANRI terdiri dari            
5 (lima) unsur, meliputi:  
a. lingkungan pengendalian;  
b. penilaian risiko;  
c. kegiatan pengendalian;  
d. informasi dan komunikasi; dan  
e. pemantauan pengendalian intern.  

Pasal 5 
Ketentuan mengenai Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Arsip Nasional Republik 
Indonesia  tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini.  

Pasal 6 
Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Desember 2012 
KEPALA ARSIP NASIONAL 
REPUBLIK INDONESIA, 
        
M. ASICHIN 

 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Februari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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